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PUTUSAN
Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Srh
Z =\ 7
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Lubuk Cemara, 28

Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai.
dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi, S.H., Anwar Efendi,
S.H.l.,, dan Mhd Erwin, S.H, M.Hum., sebagai Advokat, berkantor
di Kantor Advokat Yudi, Anwar &Erwin, yang berada di Jalan
Medan-Tebing Tinggi Desa Firdaus Kec Sei Rampah Kab.
Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
28/2021/PA.Srh pada Selasa, tanggal 30 Maret 2021,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 40, tempat dan tanggal lahir Besar II, 28 Agustus 1980, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD,
bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai,,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04
Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada
tanggal 10 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Srh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Mei 2005
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA,
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1152/20/1X/2005
tertanggal 01 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya
suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di Dusun Il Desa Lubuk
Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai
dua orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama sepuluh tahun. Namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- Tergugat berjudi dan sering pulang larut malam;

- Tergugat berkata kasar dan sering berselisih paham dengan

Penggugat;

- Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah Penggugat;

- Tergugat sering pergi dari rumah jika bertengkar dengan Penggugat

hingga dua bulan lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 15 Agustus 2020, dimana terjadi percekcokan hanya karena Tergugat
meminta dimasakan sarapan karena Tergugat akan mencari kerja, sedangkan
Penggugat sedang sibuk mengurus anak yang paling kecil apalagi Penggugat
juga akan pergi bekerja, sehingga Penggugat meminta agar anak pertama
yang memasak sarapan untuk Tergugat. Namun Tergugat malah marah-marah
dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat.
Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak
terlaksana sebagimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hamun tidak
berhasil;
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7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap di persidangan, serta Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh
mediasi dengan mediator Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H., namun upaya
mediasi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil,

sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 Maret 2021;
Bahwa pada sidang yang telah ditentukan setelah mediasi tidak berhasil,

Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk hadir ke persidanagan guna
melaporkan hasil mediasi, Penggugat hadir ke persidangan dengan didampingi
oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat yang telah diperintahkan hadir kembali
ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya,
walaupun telah diperitahkan untuk hadir berdasarkan Berita Acara Sidang perkara
ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:
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A. Bukti tertulis.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1152/20/IX/2005 yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan,
Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 01 September 2005, yang telah
bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan

aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
B. Bukti saksi.

1. Saksi |, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Il, Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan
Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan
Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga Penggugat.
Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah

sumpabh;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2005 dan hinnga sekarang telah
dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal
bersama di Dusun Il Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai rumah kediaman bersama Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena
Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada
Penggugat, Tergugat sering pulang pagi bahkan Tergugat sering pergi dari
rumah berhari-hari apabila bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung serta
mendengar dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Agustus 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
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- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat
tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat
karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi
sampai dengan saat ini;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para
pihak untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa terhadap keterangan dari saksi pertama Penggugat, Kuasa tidak

mengajukan pertanyaan kepada saksi;
2. Saksi Il, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

pedagang ikan, bertempat tinggal di Dusun Il, Desa Pantai Cermin Kiri,
Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku
kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga
Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan

di bawah sumpabh;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang
telahmenikah pada tanggal 12 Mei 2005 dan telah memiliki dua orang
anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam
bahkan pulang pagi hari, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat
memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat serta Tergugat jika bertengkar dengan
Penggugat selalu pergi dari rumah selama 2 hari baru kembali pulang;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung serta
mendengar dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
6 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
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- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat
tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat
karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi
sampai dengan saat ini;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para

pihak;
Bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan yang sama, hamun

Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, karena Tergugat tidak hadir pada
persidangan berikutnya, oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan haknya
tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya
tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo.
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh
Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat
untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo.
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Dian Siti
Kusumawardani, S.Ag, M.H., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai

laporan tertulis dari Mediator tertanggal 19 Maret 2021,
Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa

Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat dengan alasan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 terjadi permasalahan
sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga
yang dijalani, rumah tangganya sejak saat itu mulai dirasakan goyah karena
semakin sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan
lagi, pada pokoknya disebabkan karena: (1) Tergugat sering pulang larut malam;

(2) Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada
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Penggugat; (3) Tergugat sering pergi meninggalkan rumah jika bertengkar dengan
Penggugat hingga 2 hari baru kembali pulang, karena sebab-sebab tersebut
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020,
sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan tanggapan, karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama,
sedangkan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi,
bernama: Muharis dan Surya Abadi Dewantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa Fotokopi Buku Kutipan
Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti antara Penggugat
dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan,
saksi 1, dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sudah

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana

diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menyatakan
bahwa ia mengetahui ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan pengelihatan dan pengetahuan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, pada
pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan
tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
sebagaimana keterangan saksi sebelumnya yang menguatkan dalil-dal
Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan

Agustus 2020, serta para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
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Tergugat dan para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut,
adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu
harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik
atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas
dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan
pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat yang sering bercerita dan mengeluh
kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah
tangganya, kemudian pihak keluarga telah berupaya merukunkan suami dan isteri
tersebut, tetapi tidak berhasil, hal ini telah cukup menunjukkan bahwa rumah
tangga antara suami isteri tersebut bermasalah atau telah terjadi perselisihan,
dengan pertimbangan bahwa isteri yang sering mengeluh kepada keluarga atau
orang-orang dekatnya itu kemudian diantara mereka sudah tidak melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri, tidak mungkin terjadi jika tidak ada
masalah atau perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan
dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa hukum
yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis
hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan
berhubungan (link and match), maka keterangan dua saksi tersebut telah
mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijskracht) sebagaimana
dimaksud Pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Penggugat di

persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan
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menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevoig) yang terlebih dahulu
menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oozaak),
dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan
Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi
tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan yang
sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun ia tidak mempergunakan
haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun
keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 12 Mei 2005;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 tidak
rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena
Tergugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi hari, Tergugat malas
bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat jika bertengkar dengan
Penggugat selalu pergi dari rumah selama 2 hari baru kembali pulang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus
2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar rukun
kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun
cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran
menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3)
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah
memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah
terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi
selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan
ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak
bulan Agustus 2020, hal ini menunjukan antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama
untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian
juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali
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persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui
mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,
namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil,
dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
(suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya
mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan
menyayangi (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana diisyaratkan dalam
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-
Ruum ayat 21 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri
harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal
77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci
serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama
secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan
kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Islami dibawah naungan ridho lllahi;
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Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul
kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya
mereka telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang, ini
berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka
didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini
merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
ikatan batin lagi (mitsaqon gholizhon), sehingga perkawinannya sudah tidak layak
untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad
hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati
Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka
pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan
pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika
dipertahankan akan menimbulkan madharat (penderitaan) yang berkepanjangan
bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka
sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih
maslahat jika di-tafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan
leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya
(manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fighiyyah dan doktrin pakar hukum
Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam
Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:
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Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada
mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling berlawanan antara
mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah

mafsadatnya”;
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Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan
sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah
mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka disini sudah
ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada
ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah
rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka
sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang
harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat serta pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang
dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan batin berupa
sakinah, mawadah warrohmah antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah,
dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan
dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an
dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat
diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan lebih
banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret
1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari
siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,
tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu
masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni
1996;
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Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat
dalam Kitab:

Menimbang, dalam Figh Sunnah, karangan Sayid Sabiq, Juz Il, halaman

188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:
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Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan
istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat
lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak
mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada
istrinya.”,

Menimbang, dalam Figh Sunnah, karangan Sayid Sabiq, juz I,
halaman 189, yang berbunyi:
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Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan
sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh
menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat
tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh
menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu
betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya.";

Menimbang, dalam kitab Al-Figh al-Islamy wa adilatuh, karangan Wahbah
al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi:
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Artinya: “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang

terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian
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agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini
berdasarkan sabda Rasulullah saw: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh
melakukan kemadharatan.”,

Menimbang, dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq,
karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi:
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Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat /
perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan
penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan.”;

Menimbang, dalam kitab Al Mar’ah bain al-Figh wa al-Qanun oleh Dr.

Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang berbunyi;
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Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak
ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-
kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang

membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang

lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri
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ini. Mudah-mudahan (sesudabh itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain
dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan
kedamaian.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut
untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH
sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.l dan Istigomah Sinaga, S.H.l.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa
hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,
dto dto
Nurhayati Hasibuan, S.H.I Munir, S.H., M\.H
dto

Istiqgomah Sinaga, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Perincian biaya:

PNBP : Rp. 60.000
Biaya Proses : Rp. 50.000
Panggilan : Rp. 1.050.000
Redaksi : Rp. 10.000
Materai : Rp. 10.000
Jumlah : Rp. 1.180.000

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
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